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Tindak Tegas Polisi yang

(Sambungan dari halaman 1)

ada anggota Polri yvang terkesan telah menunjukkan keber-
prihakannyva kepada salah satu pasangan calon presiden-calon
wralkil presiden (capres-cawapres).

Ia pun mengingatkan kepada Polri agar ekstra hati-hati.
selalu waspada, dan penuh perhitungan dalam menentukan
kebijakan. Polri harus berani tegas menolak apabila ada ajakan
dari pihak tertentu untulk mencopot atau memasangkan baliho
Pasangan capres-cawapres tertentu.

Anggota Komisi IIT DPR dari Fraksi Partai Demokrat,
Benny K Harman, bahkan menyebut adanya aparat yang
bermain politilt praktis dan bertugas memasang baliho partai
politik tertentu menjelang Pemilu 2024, "Mohon maat sckali,
Pak Kabaharkam. Tidak bisa kita tutupi bahwa memang ada
anggota yvang kerjanya memasang baliho parpol tertentua,”™
ujarnya.

Benny yakin publik juga melihat realitas itu. Ta justru
menyayvangkan mengapa Polri terkesan mendiamkan anggota-
nya yang telah bertindak tidak netral tersebut.

Konflik kepentingan

MMenurut anggota Komisi ITT DPR dari Fraksi Partai Ke-
adilan Sejahtera (PKS). Wasir Djamil, keraguan pada netralitas
Polri di pemilu kali ini menguat. ITni karena ada potensi konflik
kepentingan di tubuh kepolisian dengan majunya putra sulung
Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai
cawapres dari Prabowo Subianto. Apalagi. jika merujuls Pasal 8
Avat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
maka disebutkan bahwa Polri ada di bavwah Presiden.

“Sehingga orang mempertanvakan apalkah akan terjadi
conflict of inferest di kepolisian,” ucap Nasir.

Ia pun meminta komitmen Kapolri dan Kabaharkam terkait
independensi serta netralitas Polri dalam seluruh kegiatan
Premilu. Kapolri juga harus tegas menyvampaikan kepada
scluruh jajarannya sampai tingkat di bawah soal sanksi yvang
alkan dijatuhlkan jika melanggar dari komitmen. Kemudian.
harus tegas pula menjatuhkan sanksi kepada aparat yang
melanggar guna memberilkan efek jera.
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“Ingat, kepercayvaan publik terhadap kepolisian telah men-
capai 76.4 persen. Itu bukan angka kecil dan itu mahal bagi
Polri. Karena itu, apakah hanya karena tidak netral, lalu kita
ingin menurunkan kepercayaan publik itu.” ujar Nasir.

Masih kuatnyva keraguan pada netralitas Polri membuat
anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P. Trimedya Panjai-
tan. mengusulkan agar Komisi T1II membentuk Panitia Kerja
(Panja) Pengawasan Netralitas Polri.

Atas usulan tersebut, Ketua Komisi IITI DPR Bambang
Wuryanto mengatakan, fraksi-fraksi di Komisi III sudah
sepakat untuk membentuknya. "IWNanti akan dibentuk. (Semua)
sudah sepakat. Melalui rapat internal dulu,” katanya.

Sebelum muncul usulan Panja Netralitas Polri, Komisi 1
DPR telah membentuk Panja Netralitas TINI. Tugasnya untuk
mengawal komitmen netralitas TINI selama pemilu.

Fadil Imran menyerahkan sepenuhnya pembentukan panja
tersebut kepada Komisi 111 DPR. Yang jelas, sesuai perintah
Kapolri dan Pasal 28 UUU Polri, Polri tak boleh terlibat politik
praktis. Hal itu juga telah ditegaskan dalam Peraturan Polri
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi
Kode Etik. Tak hanya itu, Kapolri juga telah mengeluarkan
petunjuk dan arahan soal netralitas kepada jajarannyva vang
tertuang dalam Surat Telegram No 2407/X /2023,

*Jadi, kalau ada yang tak netral, bisa kena disiplin, bisa kena
kode etik. Kalau dia masuk dalam kategori tindak pidana
pemilu, bisa dikenai tindak pidana pemilu melalui Gakkumdu
(Penegakan Hukum Pemilu)},” kata Fadil.

Terkait informasi pemasangan baliho oleh polisi. FFadil
menepisnya. "Sampai hari ini, tidak ada fakta vang ditemukan
bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi,” ujarnya.

[a pun Mmeminta semua pihak membedakan fakta, asumsi,
dan rumor. Jika memang ditemukan pelanggaran, siapa pun
bisa melaporkannya ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri,
Inspektorat Pengawasan Umum Polri, atau instansi penge-
lenggara pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu, "Kami
terbuka dan Kapolri sudah menyvampaikan komitmennyva
untuk bertindak sesuai SOP. Bila ada anggota yvang melanggar,
Ppasti akan ada sanksi. mulai kode etik., sanksi disiplin, sampai
sanksi pidana,” kata Fadil. (BOW./ESA /Y T)
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Sejumlah Pernyvataan Anggota Komisi IIl DPR
dalam Rapat Kerja dengan Polri

"l "Ada anggota polisi yang tugasnya
meambawa, memasang, mengamankan baliho
partai politik tertentu”.

"Operasi Mantap Brata, Operasi Nusantara
Cooling System, Operasi Kontingensi Aman
Musa 1, 2, dan 3 yvang bertujuan mengaman-
kan pemilu acapkall diinterpretasi sebagal
agenda untuk mobililasi Institusi kepaolisian
untuk kepentingan tertentu”.

Benny K Harman
Fraksi Parta Demokrat

"Ada pihak yang telah membuat rilis
mengenal adanya tekanan kepada
aparat di bawah untuk menggalang
dukungan yang ditunjuklkan untuk

pasangan capres tertantu”

Habib Aboe Bakar Al-Habsvyi
Fraksi PES

“Ada permasalahan terkait TR [telegram
rahasia) dar Kapalri menyangkut salah
sabu partai, peristiwa tersebut terjadi di
Fasuruan dan Kota Solo®.

Trimedya Panjaitan
Fraksi POI-P
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